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. PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

! PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

HOMOR 08 TAHUN 2000

5 TENTANG

é RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

; BUPATI MERANGIN

Menimbana : a. bahwa denaan telah ditestapkan Fmputuﬁan Menteri
Dalam Neasri Nomor 119 Tahun 199 tentana Ruang

linagkup dan jenis Retribusi Daerah Tinakat I dan
Dasrah Tinakat II. maka Retribusi Pasar Grosir

dan atau Pertokoan merupakan idenlis Retribusi
Daarah

1

i b. bahwa untuk memurcgut retribusi sebagaimana
e dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur denaan
Peraturan Dasrah;

i Manaingat : 1. Undang~undandg Nomor 7  Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tinagkat II Sarolangun Banako
* : dan Daerah Tingkat II Taniuna Jabuna (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor &0).

: : d SMGan ﬂa..n\,;’.")uh U’"(\“u“lq unds 1l Nomor 12. Tahun 1956

s tentana Pembesntukan Daerah Otonom Kabupaten adi
| Propinsi Sumaters Tenuah (Lembaran Nedara Repub-
§ lik Indonesia Tahun 195& Nomor 25):

E 2. Undana~undang Nomor 8 Tahun 1981 tentana Hukum
| Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indaoresia

"
Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan Lembarsn Negara
Republik Indonssia Nomor I209):

ridana~-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
ak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
ara Republik Indonessia Tahun 1997 Nomor 41.
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Undana-undana Nomar 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Neaara Republik
Indonesia Tahun 199% Nomor &0. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoresia Nomor 3839):

Undana-undana Nomar 25 Tahun 1999 tentang
Perimbanaan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
(Lembaran Neaara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNMomor 3848):

Undana~undanag Nomor 43 Tahun 1999 tentana
Perubahan atas Undana-undana Nomor 8 Tahun 1974
Tentana Pokok-pokok Kepegawaian. {Lembaran Neaara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan
Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor 3890):

Undana-undana Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten sarolangun. Kabubaten Tebo.
kabupaten Muara Jambi dan kabupaten Taniung

- Jabung Timur. (Lembaran Neaara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 182. Tambahan Lembaran Neaara
Republik Indonesia Nomor 3903):

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undana-undana Nomor 8 Tahun 1981
Tentana Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor &. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Z258):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentana
Retribusi Daerah (lLembaran Neaara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3692):

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999
tentanag Tehnik Penvusunan Peraturan Per Undang-
undanaan. bentuk Rancangan Undana-undang.
Rancanagan Peraturan Pemerintah dan Rancanaan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70:

Keputusan Menteri Dalam Neasri Nomor 23 Tahun
1986 tentana Ketentuan Umum menaenal Penyidik
Pegawal Negeri Sipil di Lingkunoan Pemerintah
Dasrah jo Keputusan Menteri Dalam Neagsri Nomor 4
Tahun 1997 tentana Penvidik Pegawal Negeri Sipil
di linagkungan Pemerintah Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomof 174 Tahun
1997 tentana Pedoman Tata Cara pemungutan
Retribusi Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 175 Tahun
1997 tentana Tata Cara Pemeriksaan dibidang

Retribusi Daerah:

14, KeputusSan ...........
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Menstapkan

14, Keputusan Menteri Calam Negeri domor 119 Tahun
1998 tentanag Ruana Linakup dan Jenis~ienis
Retribusi DJpldh Tinakat I dan Daarah
Tinakat I7I:

15, Keputusan ant- 1 Dalam Neageri Momor 147 Tahun
1998 tentang Kompansn Tarif Retribusi.

Dengan Persetuduan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

MEMUTUSKAN -

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TEN
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

BEAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, vana dimaksud denaan

3. Kabupaten adalsah Kabupaten Merangin.
b. Pemerintah adalah Pem arintah Kabupsten Mei

Bupati Merangin.

supaten Mera

Pend

“as Pemerintah Kabupaten

adalah

T. Kas

g. Pejabat adalah Pegawail vang bari
dibidang Retribusi Dagrah 51 de
Peraturan Perundang-undanaan Yang ~laku.

h. Badan adalah Suatu baentuk badan usaha
meliputi perserocan terbatas. persercan komand
perseroan lainnva. Badan Usaha Milik Neaara
Dasrah dencan nama dan bentuk apsa
persekutuan. perkumoulan. firMa, kon
Koperasi., vavasan atau organisasi vanag seie
lembaaa. dan pensiun. bentuk usaha tetap 5
bentuk badan usaha lainnva.

i. Pasar ..........

TANG

erangin.

nain

patan

tertentu

naan
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atau
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Grosir dan atsu Pertokoan
d berbagal Jenis AN . term;%
lslang ikaﬂ, ternak. ha; bumi .

G 35
1
vasar pertokoan vang dikontrak/di
}

Kios adalah bangunan dipasar wvana
dipisahkan satu dengan vanag lainnva 3
inding pemisah mulai dari lantai sampai denﬁan
plapon vana dipergunakan untuk usaha berjualan:
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1busi adalah Janaka waktu tertentu vang
g bagl Waiib Retribusi untuk

AR 3
memanfaatkan pelavanan pasilitas pasar dan atau

tribusi dan Waiilb

agal dasar pencghitungan dan
ibuai vandad terutang menurut

wgan Retribusi Daerah:

Yana dLuLn kan
tribusi gbs
pambavaran retr
oaeraturan

N :
Surat Ket

o ah. wvana dapat
disinagkat SKRD adalah Surat Xeputusan vang

menentukar beasarnva Jjumlah retribusi vang

terhutang:



&
r. Surat K =¥ Qﬁ’ri S 1 ssrah  Kurana Ba
Tambahan., vang elanijutnva dapat odi sinagksat

SKROKBT adalah gu“at Keputusan vang menantukan
tambahan atas jumlah retribusi vamng di tetapkan

S. Surat Ketetapan Daarah Labih

. e=Yalo
sslaniutnva dapat diaiwwkat SKRDLB uid]“h Surat

vanda menentuks Jumlah kalebihan
pegmbavaran retrebusi kar@na dumlah kredit
tribusi lebih besar darl pada retribusi vang

terutang stau tidak seharusnva terutsang

Ve T
ABLROUTL

nﬁ Retribusi Daerah. vang selanijutnva

ingkat STRD adalah Surat untuk

tacaihan retribusi dan atasu sanksi
berupa bunags atau dends

adalah Surat Keputusan
i

SKRD atsu dokumen la

YKBT dan SXRDLB wvang
v, Pemeriksaan sdalah Serancgkaian  keglatan untuk

maencari., menagumpulkan dan menogelola dsta dan atau

keterangannvs dalam ranﬁk& OeNGdaIWaSan atuhan

pemenuhan kewsiibsa retribusi ber sarkan
peraturan Jdan parunaamq‘und Aaan Ratrilbusi

Daerah:

W . P@ﬁVidin"
Daerah
lakukan ol@n

zlanjutnya

mendumpulkan i

terang tindak pidana di bids
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BAB II

NAMA . OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

: ir dan atau
Partokoan dipungut retribus sebadal  pembavaran
atas pelavanan penve DABAP  Arosir
berbagal Jsnis barana. termas uP *mpsb pelalangarn

; t@rhaki hasil bumi dan Dasar
ang dikontrakkan.
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(1)

(2)

Obiek Retribusi adalah pelavanan - penvediaar
fasilitas pasar pertokoan oleh Pemerintah vana
meliputi: :

a. Pasar arosir sebagail jenis barandg.
b. Tempat pelelanaan ikan. ternak. hasil bumi ;

Tidak termasuk obiek Retribusi adalah pelavanan
penvediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan
vana dimiliki dan atau dikelola oleh pihak
swasta dan PD Pasar.

Pasal 4

Subiek Retribusi adalah orana pribadi atau badan
vana menaaunakan Tasilitas pasar dan atau pertokoan.

BAB IIIX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pass]l S

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
diagolonakan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 6

Atas pemakalian tempat pasar «rosir dan atau
paertokoan dikenakan retribusi:

Besarnva Tarif retribusi tersebut pada avat (1)
pasal inl ditetapkan sebagai berikut

a. Pasar Grosir untuk berbacgai Senis barang
ditetapkan Rp. 200.~ (tiaa ratus rupiah) per
MZ

b. Terhadap penaaunaan fasilitas @ pelelanaan
hasil bumi. hasil perikanan dan hasil
peternakan dikenakan retribusi sebesar
Rp. 5.~ (lima rupiah) per Ka.
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BAB V
LOKASI PEMUNGUTAN
Pasal 7
Retribusi vana terutana dipunaut di Kabupaten tempat
fasilitas pasar dan arosir dan atau pertakoan
didirikan.
BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 8

Masa Retribusi adalah janagka waktu vana lamanva 1

(satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Keputusan Bu-

pati. ‘

RPasal 9

Saat retribusi terutana adalah pada saat di

tarbitkannva SKRD.

BAB VII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 10

(1) Wajib Retribusi waiib mengisi SPJORD:

(2) 2SPJORD sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal
ini harus diisi dengan jelas. benar dan lenaksap
sarta ditandatangani oleh Waijib Retribusi atau
kuasanya:

{3) Bentuk. isi., sasrta tata cara pengisian dan
panvampaian SPJORD sebagaimana dimaksud pada
avat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PENATAPAN RETRIBUSI
Pasal 11

(1) Berdasarkan SPJORD sebacaimana dimaksudkan

dalam Pasal 10 avat (1) ditetapkan retribusi

terutang dengan menerbitkan SKRD.

(2) Apabila .........
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(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan
data baru dan atau data vang semula belum
taerunagkap vana menvebabkan penambahan Jumlah
retribusi vang terutanag. maka dikeluarkan
SKRDKBT

(3) Bentuk. isi. serta tata cara penerbitan SKRD
atau dokumen lain vanag dipsrsamakan ssbagaimana
dimaksud pada avat (1) dan SKRDKBT sebaaaimana
dimaksud pada avat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
.TQTA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12 .
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diﬁaronakan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain vang dipasrsamakan. dan SKRDKBT.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASIT
Pasal 13
Dalam hal Waiib Retribusi tidak membavar tepat pada
waktunva atau kurang membavar. dikenakan sanksi
administrasi berupa bunca sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari‘retribusi vang terutang atau
kurang dibavar dan ditagih dangan menggunakan STRD.
BaB XI
TATa CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembavaran ratribusi vanag terutang harus
dilunasi sekaliqus;

(2) Retribusi vana terutang dilunasi selambat-
lambatnvya 15 (lima belas) hari seijak
diterbitkannys BSKRD atau dokumsn. lain vang
dipersamakan. SKRDKBT dan STRD:

(3) Tata cara pembavaran. paenvatoran. tempat
pembavaran retribusi diatur dengan Kseputusan
Bupati:

BAB XIT ... ... ‘u
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(1)

(3}
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(5)

(6)

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15
Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau
dokuman lain vana dipersamakan. SKXRDXBT. STRD,
Surat Keputusan Keberatan vang menvebabkan
jumlah retribusi vana harus dibavar bartambah,
vana tidak atau kurana dibavar oleh Waiib
Retribusi dapat ditagih denaan Surat Paksa:

Penagihan Retribusi dangan Surat Paksa
dilaksanakan berdasrkan peraturan perundang-
undanaan vang berallu.

BAB XIII

KEBERATAN

Waiib Retribusi tertentu dapat menaaiukan
keberatan hanva kepada Xepala Dasrah atau
peiabat vana dituniuk atas SKRD atau dokumen
lain vana dipersamakan, SKRDXBT dan SKRDLB:

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan~alasan Yana
ielas:

Dalam hal Waiib Retribusi mengajukan keberatan
atas ketetapan retribusi secara Jabatan. Waiib
Retribusi harus dapat membuktikan ketidak
benaran ketetapan retribusi tersebut:

Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu
palina lama 2 (dua) bulan sejak tangasl SKAED
atau dokumen lain vang dipersamakan. SKRDKBT
dan SKRDLB diterbitkan. kecuali apabila waiib
retribusi tertentu dapat menuniukkan bahwa
Janoka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekusaannrva:

Keberatan vandg tidak memenuhi persvaratan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan (3)
tidak diangoap sebaagai surat keberatan.
sehinaga tidak dipertimbanakan:

Pengajuan keberatan tidak menunda kewaiiban
membavar retribuzi dan pelaksanaan penaaihan
retribusi.

Pasal 17 ........



(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

(51

(&)

Pasal 17

Bupati dalam janaka waktu paling lama & {enam)
bulan sejak tanagal surat keberatan diterima
harus memberi keputusan atas keberatan vana
diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
mensrima seluruhnvs atau s@ebaagian. menolak atau
manambah besarnva Retribusi vana terutang:

Apabila janaka waktu sebagaimana dimaksud pada
avat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu Keputusan. keberatan vang
diajukan tersebut diangaap dikabulkan.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

Atas kelebihan pembavaran retribusi. Waiib
Retribusi dapat menagajukan permohonan
penaembalian kepada Bupati: :

Bupati dalam jsnoka waktu palina lama & (anam)
bulan sejak diterimanva permohanan kelebihan
pempbavaran Ratribusi sebagaimana dimaksud avat
(1), Pasal ini harus memberikan keputusan:

Apabila Janaka waktu sebagaimana dimaksud avat
(2) pasal ini telah dilaporkan dan Bupati.
tidak memberikan suatu Keputusan. B permohonan
pengembalian pembavaran Retribusi dianagap
dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam
fanaka waktu paling lama 1 (satu) bulan:

Apabila Waiib Retribusi mempunyvail utang
Retribusi lainnva. kelebihan pembavaran
Retribusi sebaagaimana dimaksud avat (1)
lanasung diperhitunagkan untuk melunasi terlebih
dahulu hutang Retribusi tersebut:

Penaembalian kslebihahan pembavaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini
dilakukan dalam jangka waktu paling lama. 2
(dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB:
Bpabila pangembalian kelebihan  pembavaran
Raetribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)
bulan. Kepala Daerah membarikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) ssbulan atas
keterlambatan pembavaran kelebihan psmbavaran
Retribusi. ’

Pasal 19 L..cuvuonins



(1)

(2)

(1)

(3)

Pasal 19

Permohonan penuembalian kelebihan pembavaran
retribusi diajukan secara tertulis kepada
Bupati denaan sekurang-kuranagnvya menvebutkan :

a. Nama dan alamat Waijib Retribusi:
b. Masas retribusi:

c. Besarnva kslebihan pembavaran:
d. Alasan vang sinagkat dan jelas.
Permohonan panaembalian kslebihan pembavaran

retribusi disampsikan secara langsung stau
melalul pos tercatat:

Bukti penerimaan oleh Pajabat Ppaerah atau
bukti penairiman pos tercatat merupakan bukti
saat permchonan diterima oleh Bupati.

Pazsal 20

Panaembaliar kelaebihan retribusi dilakukan
denaan menerbitkan Surat Perintah Membavar
Kelebihan Relrbusi:

fpablla kelabihan pembavaran Retribusi
diperhitungkan dengan utang retribusi lainnva.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 avat (4)
pembavaran ~dilakukan dengan cara
memindahbukukan dan bukti pemindahbukukan juga
berlaku sebagal bukti pembavaran.

BAB XV

PENGURANGAN., KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUST

Pasal 21

Bupati dapat memberikan penguranaan. keringanan
dan pembebasan retribusi:

Penauranaan. keringanan dan pembebasan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini
dibsrikan dengan memperhatikan kemampuan Waiilb
Retribusi: '

Tata cara psngurangan, keringanan dan pembe-~
bazan retribusi ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

BAB XVI ........ b e wh



(1)

(1)

{1

(2)

BaB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 22

Hak untuk malakukan panagihan Retribusi.
kadaluarsa setelah melampaui Jangka waktu 3
(tiga) tahun teritunag sejak saat terutananva
Retribusi. kecuali apabila waijib retribusi
melakukan tindak pidana dibidang Retribusi:
adaluarss penagihan Retribusl sebagaimana

et

dlmakaud ayat (1) Pasal ini tertangauh apabila:

a. Diterbitkan surat teguran: atau
b. Ada pengakuan utang Reribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Waiib Retribus Yang tidak melaksanakan
kewaiibannva 1ingaa meruglikan Keuangan Daerah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (ticga)
bulan atau denda paling banvak Rp. 2.500.000,~
(dua juta lima ratus ribu rupiah):

[14]
l—lh

in

Tindak Pidana sabagaimana dimaksud avat (1)

-

Pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pajiabat Pagawal Negeri Sipil tertentu
dilinakungan Pemerintah Dasrah diberi wewenang
khusus sebaaai penvidik untuk melakukan
panyvidikan tindak pidana di bidang Perpaijakan
Daerah atau Reitribusi Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

2 LAl

tantang Mukum Acara Ridana:

Wewenang penvidik sesbagaimana dimaksud pada

avat (1) Pasal ini adalah : :

a. Menerima. mencari. menaumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkensan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Dasrah
agar keterangan atau laporan tersebut
meniadi lebih lenagkap dan jelas:

b. Meneliti .......



(3)

b. Meneliti,. mencari dan menaumpulkan
keteranaan mengenai oranga pribadi atau badan
tentana kebenaran perbuatan vangd dilakukan
sahubungan denaan tindak pidanad Retribusi
Dasrah:

c. Meminta keteranaan dan bahan @ bukti dari
orana pribadi atau badan sehubungan denaan
tindak pidana di bidana Retribusi Daerah:

d. Memeriksa buku~buku., catatan—catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daesrah:

. Melakukan penaeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan. pencatatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan
panvitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaaa ahli dalam ranaka
pelaksanaan tugas penvidikan tindak pidana
di bidang Retribuei Daerah:

a. Menvuruh berhenti, melarana seseorang
meninaaalkan ruangan atau tempat pada saat
pemaeriksaan sedang berlanagsunag dan
memeriksa indentitas oranag dan atau
dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf & Pasal ini.

h. Memotret s@seorang vana berkaitan denaan
tindak pidana Retribusi Daerah.

i. Memangail orang untuk didenagar keterangannva
dan diperiksa sebagal tersangka atau saksi.

J. Menghentikan penvidikan.

k. malakukan tindakan 1lain vang perlu untuk
kelancaran penvidikan tindak pidana di
bidang Retribusi menurut hukum vana dapat
dipertangaung Jjawabkan.

Penvidik sebagaimana dimaksud pada avat (1)
memberitahukan dimulainva penvidikan dan
penvampaian hasgil penvidikan kespada penuntut
Unum. sesual dengan ketentuan vana diatur dalam
Undana-Undana Nomor 8 Tahun 1981 tentana Hukum
Acara Pidana.

BABE XIX i:clcwuisnveas
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BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

-

Hal-hal wvana belum diatur dalam Psraturan

ini. sepanjana menaenai pelaksanaannva diatur

laniut olsh Rupati.

Peraturan Daerah ini mulai barlaku pada tanaggal

diundanakan.

Dasrah
lebih

Agar saetiap orandg dapat mengetahuinva.
memerintahka Penaundangan Peraturan Daerah ini

I
denaan menempatkannva dalam Lembaran
Ms

Disahkan di : Banako
RPada tangaal: 28 Maret

BUPATI MERANGIN
ttd
H. ROTANI YUTAKA. SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Nomor - 08.
Tahun 2000 Tanggal : 10 Juni 2000
Seri: B Nomorl: 04 .
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

Drs. H.M AZIZ YUSUF

PEMBINA TK T
NIP. 010055981

Dasrah

2000.
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Id.

PENJ E LASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 08 TAHUN 2000
TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

PENJELASAN UMUM

Peraturan Dasrah inl disebut Psraturan Kabupaten Merangin
tentana Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dalam
Kabupaten Meranain. Penvusunan Peraturan Daerah ini adalah
sebagai tindak lanijut dari pelaksanaan Undana-undana Nomor 18
Tahun 1997 tentana Paiak Daerah dan Retribusi Daserah.
Paraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentana Retribusi
Dasrah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentana Ruana linakup dan Jenis-jenis Retribusi Dasrah Tinakat
I dan Tinakat II. dimana Retribusi Pasar Grasir dan atau
Pertokoan termasuk dalam denis retribusi Jasa Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (2) huruf b Undang~
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paiak Daerah dan Retribusi
Daerah. Pasal 2 avat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Pasal 7 huruf b anaka
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentana
Ruang Lingkup dan Jenis~jenis. Retribusi Daerah Tinagkat I dan
Daerah Tingkat I11.

Penetapan Peraturan Daerah 1ini agar dapat meniamin
tarlaksananva usaha Pemerintah dalam meninakatkan Pendapatan
Asli Dasrah (PAD)Y. sehingga dengan kemampuan ksuangan vang
semakin meninagkat akan memeberi manfaat besar bagl pembiavaan
Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber
Pandapatan Asli Daerah (PAD) -dalam menuniang Qtonomi Daerah
vana memiliki peran pentina didalam pembiavaan pembanaunan
daerah adalah melalul pungutan atas Retribusi Pasar Grosir dan
atau Pertokoan sehinaga diharapkan akan menmingkatkan
efektivitas dan efesisnsi Retribusi Dasrah serta meningkatkan
mutu dan jenis pelavanan kepada Masvarakat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal

Pasal
Pasal

1 Cukup Jelas.

2 Cukup Jelas.

3 Cukup Jelas.
Pasal 4 Cukup Jelas.
Pasal 5 Cukup Jelas.
Pasal & Cukup JIelas.
Pasal 7 Cukup Jelas.
Pasal 8 Cukup Jelas.
Pasal 9 Cukup Jelas.
Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11 ... 0. wnnu.-



Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
RPasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

11
12
13
14
15
16
17
18
19

21
22
23
24
25
26

Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukun
Cukup
Cukup
Cuknp
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup

Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jalas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
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